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<b>abstrak</b><br>Hampir semua negara di dunia baik negara berkembang maupun negara maju
melakukan intervensi terhadap komoditi bahan pangan. Namun besarnya intervensi Pemerintah pada
komoditi pangan antara satu negara dengan negara lainnya sangat berbedabeda. Jepang misalnya
memberikan proteksi yang besar bagi perlindungan petani dalam negeri. Sedangkan di Indonesia
perlindungan terhadap komoditi beras juga dilakukan melalui instrumen kebijaksanaan Pemerintah dalam
stabilasasi harga beras. Tujuan Pemerintah melakukan intervensi terhadap komoditi pangan di Indonesia
adalah : (a) Melindungi atau meningkatkan pendapatan petani; (b) mengurangi ketidakstabilan harga dan
pengendalian inflasi; dan (c) menjamin keseimbangan antara produksi dan konsumsi dalam negeri.
<br><br>

Intervensi Pemerintah terhadap komoditi beras adalah melalui mekanisme harga yang menurut meier (1991)
digolongkan pada pendekatan productive state dimana peran Pemerintah ditujukan untuk memperbaiki
kegagalan pasar dan bentuk intervens tidaklah bersifat langsung tetapi melalui mekanisme harga, setelah
pasar bekerja dengan normal makaintervensi Pemerintah akan ditarik kembali. K ebijaksanaan yang muncul
didasarkan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

<br><br>

Intervensi melalui mekanisme harga dilakukan dengan mempengaruhi tingkat harga di pasar. Pola
pelaksanaan intervens tersebut adalah dengan cara: (a) membeli beras produsen pada saat terjadinya musim
panen dan menyimpannya menjadi buffer stole atau melakukan pengadaan beras melalui impor apabila
tingkat produksi petani tidak bisa menutupi kekurangan konsumsi dan (b) melepaskan sick cadangannya
pada saat terjadinya musim kemarau (kelangkaan beras).

<br><br>

Daam rangka pengadaan beras baik pengadaan dalam negeri maupun melalui impor, Bulog memperoleh
fasilitas kredit dengan tingkat suku bunga yang rendah (dibawah harga pasar), selisih

<br><br>

tingkat suku bunga kredit yang diterima tersebut mencerminkan subsidi Pemerintah untuk komoditi beras,
disamping subsidi lainnya seperti pelaksanaan operasi pasar.

<br><br>

Besarnya stok cadangan beras komoditi beras yang dimiliki Bulog mencerminkan besarnya pinjaman yang
diterima Bulog dalam dari Pemerintah. Semakin besar stok cadangan yang dimiliki Bulog maka semakin
besar pula pinjaman yang disalurkan kepada Bulog. Besarnya anggaran yang disalurkan melalui Bulog
dalam rangka menstabilkan harga beras mengakibatkan adanya kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya
yang tertunda atau bahkan tidak dapat dibelanjai atau dikurangi dari anggaran Pemerintah yang juga
memiliki dampak sosial yang luas terhadap masyarakat, seperti pembangunan Puskesmas, pembangunan
sekolah dasar, dan lain sebagainya.

<br><br>
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Hasil Andisa

<br><br>

Analisadilakukan dengan dua cara yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif,
menggambaran secara deskriptif tentang profil komoditi beras, sedangkan analisa kuantitatif, mengitung
besaran subsidi yang disalurkan Pemerintah dan membandingkan hasil perhitungan subsidi tersebut dengan
kegiatan lain yang juga memiliki dampak sosial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

<br><br>

Polaintervens yang dilakukan Bulog, oleh banyak pihak dikatakan telah berhasil salah satunya dibuktikan
melalui penelitian Peter Tirner dalam syahrir (1992), seorang pakar ekonomi pembangunan mengatakan
bahwa Bulog adal ah salah satu contoh institusi yang berhasil melakukan intervensi Pemerintah terhadap
komoditi pangan di Indonesia. Polaintervens yang dilakukan oleh Bulog pada komoditi beras
mengakibatkan telah menguntungkan semua pihak baik itu petani, masyarakat dan Pemerintah.

<br><br>

Namun demikian sebagai dampak dari keberhasilan tersebut muncul berbagai persoalan baru (baik itu
dampak dari subsidi maupun perubahan-perubahan yang terjadi dalam negeri dimasang datang, seperti pada
konsumsi, beras hampir dikonsums oleh seluruh |apisan masyarakat, suplai beras dijamin oleh Pemerintah
sampal pada daerah-daerah terpencil dan dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Akibatnya
mendudukan posisi beras pada kelangkaan yang semu. Kondisi tersebut merupakan disinsentif.bagi
<br><br>

keanekaragaman bahan makanan atau diversifikas bahan pangan di Indonesia. Akibat lainnya adalah
mendudukan beras menjadi komoditi yang "strategis' sehingga ketergantungan mayarakat terhadap beras
semakin tinggi.

<br><br>

Indonesia atau negara berkembang lainnya yang sebagian besar masyarakatnya mengkonsumsi beras.
Dengan kondis "krismon" seperti sekarang ini, sebagian masyarakat |ebih cenderung melakukan hal apa
sgja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya dengan cara melakukan pencurian, penjarahan,
perampokan dan kerusuhan sosia lainnya. Kondisi demikian dibuktikan melalui penelitian Timmer tahun
1996 yang secara empirik menyimpulkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat mempertahankan
proses pertumbuhan ekonomi tanpa terlebih dahulu memecahkan masalah pangannya dalam arti keamanan
pangan.

<br><br>

Menurut penelitian LPEM-UI tahun 1999, masalah ketahanan pangan nasional seilamaini sebenarnya hanya
bertumpu kepada Bulog dengan dukungan kemudahan impor. Ketika nilai Rupiah melemah pada tingkat
yang sangat parah, sisi ketahanan pangan yang didukung oleh impor tersebut terguncang hebat. Nilai kurs
rupiah terhadap dollar sebelum krisis telah menyembunyikan kelemahan fundamental di sektor pertanian
padi dengan adanya tekanan produksi.

<br><br>

Pertanyaan yang sangat penting yang perlu dipikirkan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan
dengan cara yang sebaik-baiknya bagi penduduk Indonesia dan bagaimana bentuk kebijaksanaan yang
rasional secara ekonomi dan optimal bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk dapat menjawab
pertanyaan diatas beberapa cara telah pernah dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya melalui program



swasembada pangan. Program swasembada pangan merupakan sasaran yang secara konsisten harus tetap
diupayakan, agar kebutuhan pangan secara nasional dapat terpenuhi dengan tingkat harga yang dapat
dipertahankan dan relatif stabil. Untuk mendukung kebijakan swasembada pangan tersebut maka teknol ogi
harus secara terus menerus dihasilkan dan dikembangkan serta disebarluaskan kepada petani agar
swasembada pangan dapat tercapai. Disamping itu sumber daya manusia di bidang pertanian perlu
ditingkatkan agar teknologi tersebut dapat diserap dan diterapkan dengan baik oleh

<br><br>

petani. Penyediaan dan penyebaran teknologi produksi dan pemasaran yang lancar dan berkelanjutan
merupakan prasarat bagi kelanjutan pembangunan di sektor pertanian. Alternatif lainnya adalah diversifikasi
bahan makanan kebutuhan pokok perlu diinformasikan secara baik dan benar sehingga ketergantungan
terhadap satu bahan makanan pokok (beras) tidak terjadi. Diversifikasi dan pengembangan komoditi pangan
di luar beras diperlukan agar ekonomi perdesaan tetap merupakan sumber pertumbuhan yang kuat dan dapat
menampung pertambahan tenaga kerja baru.

<br><br>

Selanjutnya di masa mendatang kebijaksanaan harga dasar diharapkan dapat berubah intensitasnya sebagai
akibat dari makin meningkatnya penghasilan masyarakat, yaitu pada saat pengeluaran masyarakat untuk
konsumsi beras menjadi bagian yang relatif kecil dari seluruh pengeluaran rumah tangganya, maka pada
kondisi demikian diharapkan fluktuasi harga beras tidak lagi mempengaruhi pengeluaran penduduk dan
selanjutnya beras akan berubah fungs dengan tidak lagi menjadi komoditi yang "strategic”. Kebijaksanaan
stabilisasi harga beraspun akan mengalami perubahan yang tentu sgja termasuk kelembagaan Bulog.
<br><br>

Perspektif mengenai kebijaksanaan harga seperti ini penting diperhatikan karena upaya untuk menstabilkan
harga selalu menimbulkan biaya yang tidak kecil dan biaya tersebut adalah biaya riil dengan mengorbankan
kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya. Karenanya dalam jangka panjang harus dibuka
kemungkinankemungkinan untuk memperlonggar sasaran untuk menstabilkan harga pangan terutama
apabilatingkat penghasilan konsumen sudah cukup tinggi. Dengan demikian dana yang tadinya dialokasikan
untuk subsidi beras dapat dimanfaatkan ke sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
<br><br>

Perkembangan beberapa negara sosialis memberikan isyarat akan adanya perubahan besar-besaran tentang
peran Pemerintah dalam rnembangun perekonomian negara dan bangsa. Kebijaksanaan harus diarahkan
untuk mendorong sistem dan lembaga-lembaga pasar berkembang dan dapat bekerja dengan lebih efisien.
Sehingga kemampuan dan efisiensi lembaga-lembaga pasar dalam melaksanakan fungsi ekonominya akan
mengalami peningkatan.

<br><br>

Indonesia yang secara geografis memiliki wilayah yang luas serta dengan perkembangan dinamika
masyarakat yang berbeda dan adanya kesenjangan ekonomi, sosial serta kesenjangan antar daerah
mengakibatkan penentuan kebijaksanaan yang tepat secara nasional akan menjadi sulit. Karenanya sgjalan
dengan konsep otonomi daerah maka upaya untuk meminimalisas kesulitan dalam penerapan kebijaksanaan
pangan dapat didistribusikan kepada daerah. Sehingga diharapkan daerah akan dapat menerapkan
kebijaksanaan pangan untuk daerahnya sendiri. Pemberian wewenang yang kuat kepada daerah dalam
menentukan arah kebijaksanaan pangan perlu lebih didukung secaralebih serius dengan prinsip tidak
bertentangan atau justru menghambat akan terbentuknya lembaga ekonomi berbasi skan mekanisme pasar di



daerah.
<br><br>

Implikasi Kebijakan

<br><br>

Pemberian subsidi beras melalui kebijaksanaan harga dasar dalam menghadapi perubahan makroekonomi
dan globalisasi akan mempengaruhi peranan Bulog masa yang akan datang. Pengaruh tersebut adalah :

n Pertama, tekanan terhadap anggaran Pemerintah (rutin dan pembangunan) dimasa datang semakin kuat
sehingga kemampuan Pemerintah dalam membiayai subsidi dan biaya operasional |ainnya makin melemah.
n Kedua, dengan Undang Undang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah, maka Pemberian wewenang penuh pada daerah untuk menentukan nasibnya sendiri harus
pertimbangan. Sehingga perlu restrukturisasi dan redefenisi kelembagaan Bulog. Sejalan dengan itu, harus
dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

? Ketiga, pada keadaan normal diharapkan terjadi perubahan pola konsums masyarakat dari beras kepada
bahan pangan substitusi lainnya seperti jagung, gandum, sagu, kentang dan lain-lain yang menyebabkan
kebutuhan relatif akan pangan (beras) akan berkurang.

? Keempat, tekanan terhadap kebutuhan akan deregulasi makin deras, meskipun dirasakan benturan terhadap
kepentingan berbagai kelompok yang telah menikmati rente ekonomi. Sehingga upaya ke arah penciptaan
sistem ekonomi yang berbasi skan mekanisme pasar perlu diciptakan, dan didorong ke arah itu.

<br><br>

Dari keempat point diatas, perubahan terhadap fungsi dan peranan Bulog dapat dilakukan secara sporadis
dan bertahap. Pada tahap awal, larangan terhadap monopoli impor beras dicabut (monopoli Bulog terhadap
komoditi beras) dan sektor swasta diberikan kesempatan untuk melakukannya secara transparan, sehingga
tercipta persaingan yang sehat dalam perekonomian.

Dengan demikian adatiga aternatif kebijaksanaan yang dapat disarankan. Setiap alternatif kebijaksanaan
tentu sgja mempunya dampak konsekuens yang dihadapi, diantaranya :

n Alternatif kebijaksanaan pertama adal ah tetap mempertahankan kebijaksanaan pengaturan harga komoditi
beras yang dimonopoli oleh Bulog dengan konsekuensi biaya subsidi yang basal..

? Alternatif kebijaksanaan kedua adalah dengan menerapkan deregulasi penuh (full deregulation) yaitu
membebaskan dan menghapus pengaturan harga (price control).

n Alternatif kebijaksanaan ketiga adalah deregulasi parsial yaitu mengurangi hambatan entry (barrier to
entry) dengan menetapkan standar entry. Pengaturan harga masih tetap diperlukan dengan memberi batasan
(range) tertentu atas harga, dan memberi peluang kepada entrant untuk menjual pada batasan harga tersebut.
Upaya sungguh-sungguh diperlukan untuk menciptakan kelembagaan yang berbasi skan pada mekanisme
pasar.

<br><br>

Dari ketiga alternatif kebijaksanaan diatas sesuai dengan pendekatan regulasi, perlu diperhatikan juga
aternatif kebijaksanaan persaingan yang menyangkut dua hal, yaitu :

n Pertama, pengaturan terhadap tindakan-tindakan pelaku usaha

dalam kegiatan usahanya, dan

? Kedua, kebijaksanaan untuk mendorong terciptanyaiklim persaingan dalam perekonomian yang mengacu



pada konsep mekanisme pasar.

<br><br>

Untuk yang pertama harus di atasi dengan suatu Undang-undang Persaingan Sehat atau Undang-Undang
Antimonopoli, sedangkan untuk yang kedua lebih pada deregulasi dan liberalisasi perdagangan
internasional. Untuk menciptakan lingkungan yang Iebih kondusif bagi persaingan yang sehat maka
kebijaksanaan persaingan yang menangani keduanya secara komprehensif harus diperkenalkan. Tanpa
menangani masalah tadi secara komprehensif hanya akan menyel esaikan sebagian dari permasalahan dan
tidak akan efektif untuk menciptakan suatu struktur pasar yang efisien.



